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BAB II

TINJAUAN UMUM

2.1 Sejarah Perkembangan Kantor PDAM Kotamadya Magelang

Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang resmi berfungsi sebagai perusahaan daerah mulai tanggal 1 April 1979 berdasarkan peraturan daerah Kotamadya Magelang No.270/1978. Sebagai perusahaan milik daerah, maka Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Magelang diberi wewenang untuk mengelola dan mengusahakan sumber-sumber air minum yang ada guna menyediakan fasilitas air minum yang terjamin kualitas dan kuantitasnya bagi kesejahteraan masyarakat kota Magelang dan sekitarnya .

Sebagaimana diketahui sejak zaman Belanda, atau tepatnya pada tanggal 2 Mei 1920 Kotamadya Magelang dan sekitarnya telah mendapatkan kebutuhan air minum dengan memanfaatkan sumber-sumber air yaitu :

a. Sumber Wulung, dengan debit air 50 liter/detik.

b. Sumber Kalegen, dengan debit air 20 liter/detik.

Pada saat itu fasilitas penyediaan air minum banyak diperlukan khususnya bagi bangsa Belanda dan sebagian kecil masyarakat Kotamadya Magelang. Namun pada masa sekarang, fasilitas air minum sudah menjadi tuntutan seluruh penduduk khususnya Kotamadya Magelang karena kita tahu bahwa setiap orang adalah konsumen air minum untuk kelangsungan hidupnya. Dengan keadaan jumlah penduduk pada saat ini yang telah menikmati air minum  diperkirakan dari tahun ke tahun akan mengalami peningkatan sesuai dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan industri.

Perusahaan daerah Air Minum merupakan salah satu badan usaha milik pemerintah daerah setempat, yaitu sebagai kelengkapan otonomi daerah, sehingga diharapkan dapat menunjang pembangunan daerah melalui pendapatan asli daerah (PAD).  

2.2 Susunan Organisasi


Susunan organisasi adalah susunan dari pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab dari organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sedangkan tujuan dibentuk organisasi yaitu :

-  Mempermudah pelaksanaan tugas.

-  Mempermudah pimpinan dalam mengawasi bawahan.

· Mengkordinir kegiatan-kegiatan bawahan.

2.3    Stuktur Organisasi


Struktur Organisasi pada kantor PDAM Kotamadya Magelang, untuk lebih jelasnya lihat gambar 2.1 berikut :

2.4 Gambaran Umum tentang Perpajakan

2.4.1 Definisi Pajak


Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang -undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.  (Prof.Dr. Rochmat Soemitro ,S.H, 1991).


2.4.2    Definisi Fungsi Pajak



Dalam literatur pajak sering disebutkan bahwa fungsi pajak ada dua yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (Budgetir)


yaitu : Sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2.

Fungsi Mengatur (Regulerend)


yaitu : Sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

2.4.3 Definisi Wajib Pajak


Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu. 

2.4.4 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21


Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan,  dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negri. Pajak Penghasilan pasal 21 yang telah dipotong, disetor dan dilaporkan oleh Pemotong Pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, badan, perusahaan dan penyelengara kegiatan.


Selanjutnya dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan pasal 21 adalah Pasal 21 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 7 th 1983 tentang Pajak Penghasilan ; Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor Kep 545/Pj/2000 Tanggal 29 Desember 2000 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi beserta peraturan pelaksanannya. 

2.4.5    Tarif Pajak Penghasilan


Besarnya Tarif Pajak penghasilan pasal 21 Orang Pribadi yang telah diatur dalam Pasal 17 UU PPh, yaitu  sebagai  berikut : 

Tabel 2.1 Tarif Pajak Penghasilan






2.4.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku mulai  Tahun Pajak 1999 berdasarkan keputusan Mentri Keuangan Nomor 361/KMK.04/1998 tanggal 27 Juli 1998, untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut :

Tabel 2.2 Penghasilan Tidak kena Pajak

	                    Status Wajib Pajak


	Besar PTKP th 1999

	a) Untuk Wajib Pajak  orang pribadi (TK..)

b) Untuk Wajib Pajak Kawin (K/…)

c) Tambahan untuk seorang istri yang penghasilanya digabungkan dengan penghasilan suami

d) Tambahan untuk setiap anggota keluarga (paling banyak  3 0rang)

- K /1/ ……..

- K /2/ ……..

- K /3/ ……..
	Rp 2. 880.000

Rp 1. 440.000

Rp 2. 880.000

Rp 5. 760.000

Rp 7. 200.000

Rp 8. 640.000


2.4.7 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)


Pengertian dari Nomor Wajib Pajak (NPWP) adalah  suatu sarana dalam adminstrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP. Sedangkan fungsi dari NPWP itu sendiri adalah :

1. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak .

1. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

2.4.8 Surat Pemberitahuan

Menurut Undang-undang nomor 9 tahun 1994 menyebutkan bahwa pengertian dari Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan fungsi SPT bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah:

a) Sarana melapor dan mempertanggung jawabkan perhitungan pajak yang sebenarnya terutang.

b) Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan pihak lain dalam Satu Tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak.

c) Melaporkan pembayaran dari pemotongan tentang pemotongan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa Pajak, sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Untuk memperhatikan saat pelaporannya SPT dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

1.) SPT-Masa adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau suatu saat.

2.) SPT-Tahunan adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang teruatang dalam suatu Tahun Pajak.

4.5 Cara menghitung Pajak Penghasilan pasal 21
Cara menghitung Pajak Penghasilan pasal 21 pada prinsipnya sama dengan cara perhitungan Pajak Penghasilan pada umumnya. Namun dalam menghitung Pajak Penghasilan pasal 21 selain pengurangan berupa PTKP, juga diberikan pengurangan-pengurangan penghasilan berupa biaya jabatan dan iuran pensiun. Selain ittu, tarif yang ditetapkan juga bervariasi yaitu tarif sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan. Aturan cara perhitungannya dapat diuraikan sebagai berikut ini.

a. Mencari penghasilan bruto dengan rumus


 

Gaji adalah 

TPP adalah Tunjangan Perbaikan Penghasilan. Sedangkan besarnya TPP yang diperkenankan sebesar 7 % dari Gaji pokok.

b. Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang besarnya 5 % dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 1.296.000 setahun atau Rp 108.000 sebulan. Biaya jabatan dapat dikurangkan dari penghasilan  setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak.

c. Iuran pensiun adalah iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai yang telah disahkan oleh Mentri Keuangan. Dapat dihitung dengan rumus :

d. Untuk menentukan besarnya  Penghasilan Kena Pajak (PKP), penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang sebenarnya yaitu :

· Untuk wajib pajak pribadi (TK…)Rp 2.880.000 setahun atau Rp 240.000 sebulan.

· Untuk wajib pajak kawin  (K/…) Rp 1.440.000 setahun atau Rp 120.000 sebulan.

· Tambahan untuk istri yang penghasilanya digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp 2.880.00 setahun atau Rp 240.000 sebulan.

· Tambahan untuk setiap anggota keluarga  (paling banyak 3 orang)

a) K/1/….sebesar Rp 5.760.000 setahun atau Rp 480.000 sebulan.

b) K/2/….sebesar Rp 7.200.000 setahun atau Rp 600.000 sebulan.

c) K/3/….sebesar Rp 8.640.000 setahun atau Rp 720.000 sebulan.

· Untuk menghitung Pajak Penghasilan pasal 21 dalam satu tahun dapat dihitung dengan rumus :

-
Untuk menghitung Pajak Penghasilan pasal 21  dalam satu bulan dapat dihitung dengan rumus :



Untuk lebih jelasnya dapat diperingkas sebagai berikut


Sehubungan dengan banyaknya kasus-kasus dalam Pajak Penghasilan pasal 21, penulis akan memberikan satu contoh perhitungan PPh Pasal 21 secara manual sebagai berikut :  

Tuan Satria bekerja pada Perusahaan PT Bahagia dengan memperoleh gaji sebulan Rp 550.000,00 dan Membayar Iuran pensiun sebesar Rp 25.000,00 sebulan. Untuk bulan Juni 1999 Tn Satria menerima uang lembur sebesar Rp 300.000,00 yang dibayarkan bersaman dengan gaji bulanannya. Tn Satria sudah beristeri tetapi belum mempunyai anak. Perhitungannya sebagai berikut:

Gaji Sebulan 


            
  Rp   550.000,00

Uang Lembur




  Rp   300.000,00  (+)

Penghasilan Bruto




  Rp   850.000,00

Pengurangan :

1.  Biaya Jabatan


5%x Rp850.000,00   = Rp    42.500,00

2. Iuran Pensiun
 = Rp    25.000,00  (+)








Rp      67.500,00 (-)




Penghasilan Neto Sebulan


Rp    782.500,00


Penghasilan Neto Setahun 




=12 x Rp 782.500,00


Rp 9.390.000,00


                     3.
PTKP Satahun :




Untuk Wajib Pajak

   Pribadi 

= Rp2.880.000,00



   Tambahan Wajib



    Pajak Kawin
= Rp1.440.000,00 (-)









Rp 4.320.000,00  (-)



Penghasilan Kena Pajak Setahun

Rp 5.070.000,00



PPh Pasal 21 = 5 % x Rp 5.070.000,00        Rp      253.500,00



PPh Pasal 21 sebulan = Rp  253500,00       Rp         21.125,00
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2.5 Pengenalan Bahasa Pemrograman Borland Delphi

Untuk mengalokasikan semua sistem diatas digunakan bahasa pemrograman Delphi versi 5.0. Delphi sendiri sebenarnya berasal dari bahasa pemrograman yang cukup terkenal, yaitu pascal yang talah di ciptakan pada tahun 1971 oleh ilmuan dari Swiss, yaitu Niklous Wirth. Delphi pertama kali dirilis pada tahun 1996 dengan versi 1.0, sedangkan untuk versi 5.0 sendiri dirilis pada tahun 1999.

Delphi memiliki fasilitas yang cukup baik untuk mengaplikasikan sebuah program aplikasi sehingga penulis memilih untuk menggunakan dalam program. Aplikasi yang dihasilkan oleh Delphi berkaitan erat dengan Sistem Operasi Windows. Hal ini disebabkan karena Delphi merupakn salah satu program aplikasi yang bekerja dengan sistem oprasi windows atau dengan kata lain delphi adalah cara yang paling sederhana untuk membangun aplikasi berbasis windows. Produktifitas dari pengembangan perangkat lunak dibagi menjadi lima atribut penting yaitu :

a. Kualitas dari lingkungan pengembangan visual.

b. Kecepatan compiler dibandingkan dengan kompleksitasnya.

c. Kekuatan dari bahasa pemrograman dibandingkan dengan kompleksitasnya.

d. Fleksibilitas dari arsitektur basis data.

e. Pola disain dan pemakaian yang diwujudkan oleh frameworknya.

Ada tiga versi dari Delphi yaitu :

a. Delphi 5 Standar 

adalah versi pemula dan ditujukan untuk pelajar yang ingin   mendalami delphi. Versi ini dilengkapi dengan segala sesuatu yang dilengkapi dengan segala sesuatu yang diperlukan untuk mulai membuat aplikasi Delphi. Versi ini dilengkapi dengan 85 komponen standart didalam component Palette-nya.

b. Delphi 5 Profesional 

adalah ditujukan untuk pengembangan profesional yang tidak memerlukan fasilitas client atau server. Versi ini  berisi semua fasilitas di versi standart dengan beberapa tambahan, diantaranya komponen standart yang disediakan sebanyak 150 komponen.

c. Delphi 5 Enterprise 

adalah ditujukan untuk pengembangan dengan aplikasi yang berkomunikasi dengan server SQL. Komponen standart yang dimilikinya sebanyak 200 komponen. 

Gambar 2.1

Struktur Organisasi pada Kantor PDAM Kotamadya Magelang 
 Penghasilan bruto = {(Gaji pokok + TPP)  + Uang lembur}





Lapisan Penghasilan Kena Pajak                            Tarif Pajak








Sampai dengan Rp 25 Juta 				  	5%


Diatas Rp 25 Juta sampai dengan Rp 50 Juta			10%


Diatas Rp 50 Juta sampai dengan Rp 100 Juta		15%


Diatas Rp 100 Juta sampai dengan Rp 200 Juta 		25%


Diatas Rp 200 Juta 						35%
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KEPALA DAERAH





 Iuran pensiun = 5 % x Gaji Pokok + TPP





PPh setahun = 5 % x (PKP x 12)





PPh setahun = PPh setahun : 12









